: i f_’;eﬁc_la_ht_zlﬁan AR
5 Konteks . stratégis _ meﬂu;}jukkan

bahwa sy keamanan maritim semakzn_

; pentmg dalam keamanan global, karena
.t_an_ta;j;ga_{a yang muncul dari isu tersebut
da_pat ‘mempengaruhi stabilitas polizik,
ekonomi dan keamanan internasional.
Oleh karena itu, penanganan terhadap
tantangan keamanan maritim harus di-
lakukan secara komprehensif, comply
terhéc_lap hukum internasionat dan = se-
kaiigus berbasis pada cost effectiveness.
Menghadapi tantangan demikian, ti-
dak  sedikit
restrukturisasi aktor keamanan maritim

negara vang melakukan
melalul  penyederhanaan  aktor, selsin

penataan ulang strategi  keamanan
maritim itu sendiri.

Jauh sebelum era globalisasi, prakiek
tentang penanganan keamanan maritim
vang berbasis pada cost effectiveness
telah dilaksanakan di Hal
dilihat dari diterbitkannya
Territoriale Zee en Maritime Kringen
Ordonantie (TZMKO), Staatsblad 1939

No. 442 ketika Indonesia masih menjadi

Indenesia.

itu  dapat

jejahan Belanda. Dalam ordonansi itu,

- (_’)E@h AimaﬂHeEV a'S_”éE_\: ! S

yar_]_g 'justn_l kian mémgﬁrihati_nk'an' ch era

reformasi.

tentang  pentingnya eksmtenm Coast

Guard dan penataan ulang manajemen

keamanan mantlm d1 Inclonesxa _

2. P_eméﬂ_ntahan Di Laut

' ‘Tidak bisa dinafikan, isu keamanan
maritim tidak saja melibatkan institust
militer  (Angkatan Laug), :
berbagai lembaga sipil.

namun. juga
Penting untuk
dipahami  bahwa  dalam penangaﬁan
keamanan maritim secara global,_ticiak
dikenal adanya dikotomi antara sipit dan
militer. Pelibatan instansi sipil bukan
karena ketidakmampuan Angkaten La-
uf, namun disebabkan adanva aspek—
aspek dalam keamanan dan keselamatan
marilim vyang secara teknis tidak berada
Oleh

karena itu, bukan sesuatu yang anch bila

dalam yurisdiksi Angkatan Laut.

di banyak negara terdapat organisas
Coast Guard yang beriugas dalam bidang
keamanan dan keselamafan pelayaran
dengan nama vang kadang berbeda,
namun fungsinya sama.

Pasca

serangan 11 September

Tulisan ini akan membahas_

3 Térkéithéiterse'b'u't.'i)ihakiﬁtefnasionéli S
sepertl MO menel{ankan pentmgnya_'“
peran ' mstanSJ 51p11 “Untuk menjaga"
keamanan mantlm Mes%upun Angkatan :
Laut secara universal mempunyai peran_ :
konstabulari, namun ada tuntutan yang
kuai ierhadap petan mstans; sipil. H_a_l
tersebut selaras dengan berbaga1 aturéh
di bzdang i-zeamanan ‘dan kese]amatan
manilm seperil UNCLOS 1982 SO-— .
LAS, 1SPS Cade, 'SUA  Convention,
SUA Pt’otocol, SAR Convention dan lain
sebagainya, mengarah pada institusi sipil
vang secara luas dikenal sebagai Coast
Guard. .

Meskipun tidak semua negara me-
namakan institusi sipil vang menangani
keamanan maritimnya sebagai Coast
Guard, namun sangat jelas ada perbedaan
fungsi antara Coast Guard dengan institusi
lain seperti Polisi Perairan, Bea dan Cukai
dan lain sebagainya. Salah satu cirinya
adalah institusi tersebut merupakan wakil
negara sekaligus pengemban fungsi~-
fungsi pemerintahan di laut sebagaimana
diamanatkan oleh hukum nasional dan

internasional. Fungsi-fungsi dimaksud di

kewenangan di bidang keamanan dan
keselamatan pelavaran di Indonesia di-
Angkatan Laut dan
Jawatany Pelavaran. Hingge saat inj,
TZMKO 1932 masih berlaku sebagai
undang-undang vang sah di Indonesia

berikan  kepada

(kecuali pasal tertentu).a

Namun sangat disayangkan seiring
dengan berjalannya waktu, terdapat
inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam
penanganan keamanan dan keselamatan
maritim. Akibatnya, ada mismanajermnen

dalam keamanan maritim di Indonesia

2001, isu keamanan maritim meniadi
hiravan banyak pihak. Antara lain karena
terdapat dua preseden serangan terorisme
marilirn  sebelurm tangoal tersebut, ya-
itu serangan terhadap USS Cole di
pelabuhan Yaman pada 12 Okiober
2000 dan MV Limburg di perairan
Yarnan pada 6 Oktober 2002. Pada sisi
fain, negara-negara maju melihat bahwa
keamanan matitim di sekitar choke points
dunia juga rawan terhadap ancaman dan
tantangan keamanan maritim, termasuk
di Selat Malaka.

antaranya mencakup pertolongan di laut,
pengaturan navigasi, kelaiklautan wahana
laut, penanganan polusi laut, keamanan
maritim dan perlindungan sumber dava
laut.

Coast

Guard merupakan institust sipil, namun

Meskipun secara universal
ada perkecualian seperti di Amerika
Serikat. Negara adidaya itu sejak 1790
bakal Coast
Guard, yang di abad ke-20 berstatus

telah  mempunyai  cikal

sebagal satu dari lima dinas milifer dan

berada di bawah Departemen Keamanan
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R . Dalam Negers [Deparfment of Hbme]and

L :"_berbtatus rmhter'

: '."::;.perang, : d; Ameni{a Serlkat orgamsa51 '
_"_"tersebut berstatus mihter apapun on- .

- 'f_"dxs1 keamanan yang dltetaplsan oieh pe-_

N 111-menntah

::- : telah mempunyal Coast Guard balk yang.: :

-”_-'menggunakan nama tersebut - ; maupun
- fidak. Seperti
.Coasf Guard Malaysm dengan Mant;me

1nd1a dengan Indjan

: Enforcement Agency, _ inzpma dengan
' Ph:hppme Coast Guard dan Jepang
".."ciengan Japan Coast Guard Adapun
'negara-negara }am belum mempunyan
orgamsas; tersebut atau setxdalmya fung-
1-fung51 Coast Guard tersebar pada
sejumlah 1nstan31 vang. berbeda—becia
Inclcne51a melalui dltetapka_nnya
TZMKO 1939 secara hukum mempunyai
Coast Guard, karena fungs;wfunga tersebut
" dilaksanakan oleh Jawatan Pelayatran,
Namun sangat disayangkan, kewenangan
menjalankan fungsi pemerintahan di laut
oleh dawatan Pelayaran yang di masa
kini . be_artransformasi menjadi Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut (Ditlen Hu—
bla} mengalami hambatan dalam be-
berapa dekade terakhir karena fahirnya
perundang-undangan sektoral yang ti-
dak mengacu kepada TZMKO 1939,
Dampaknya, selain membuat manajemen
keamanan maritim tidak tertata degnan
baik, juga terkesan “membatasi” fungsi
Ditjen Hubla sebagai wakil negara di laut.
{Lihat tabel Perbandingan Fungsi Cost

Lo 1),

Coast Guara'

sa lmsls cian

D1 Asxa Pasxf;k .beberapa negara'

ﬁyang terkalt dengan laut

setadaimyaac{a 121nstanszyang beroperam
i laut berdasarl-;an “10. dasar hulmm '

'yazzg berbedambeda Darz 10 mstansa

'tersebut sesungguhnya hanya ada dua
L 'mstanSi yang mempunyai kewenangan cﬁ_ '

laui bila mengacu pada UNCLOS 1 982
dan - peraturan :ntema&nonal ch bldang

maritim Jainnya.

instansi yang basis alamiahnya di daratan
dan tak mempunyai keterkaitan langsung
éengan faut. A

b leatakan ciemzkian karena secara
yuridis rezim hukum di darat tidak mutlak
sama dengan rezim - hukum di laut,
sehingga tidak secara otomatis hukum
yang berleku di darat berlaku pula di
laut. Penting untuk dipahami bahwa
rezim hukum Jaut menganut  bendera
kapal sebagai subyeknya, bukan warga
negara. Kondisi demikian sejak dahulu
telah menimbulkan tumpang tindih ke-

wenangan pemerintahan di laut, terlebih

dalam kondisi kekinian di masa respon

terhadap ancaman dan fanfangan ke~
amanan maritim dibutuhkan secara cepat
dan terpadu.

Pemikiran bahwa manajemen ke-
amanan maritim  vang  demikian tidak
menguntungkan Indonesia bukan tidak
Tidak sedikit
konsep ditawarkan oleh berbagai pihak

disadari. gagasan dan

vang berkepentingan, untuk menata
manajemen  keamanan - maritim  yang
comply pada hukam internastonal dan

sekaligus berbasis cost effectiveness. Kon-

..-krorusasa kebuaiian perundang“undangan : yang odi masa éarmat maupun perang

sekarang_ -'é'dapat menjadl kekuatan pengganda bagl o

.3keputusan bersama Menten Hankam/
.Pangab Menten :

Sisanya mempakan_

"Laut ¥ S
Terczptanya konvergena iersebut i

dak lepas dari Jessons learned kegagalan iy

:.Bal«.orkamla yang diberltuk be;dasalkan"'

Keuangan Menten'

'Kehaknman ‘dan Jaksa - Agung pada'f:'

1872. Bakorkamla tersebut fidak efektlf_:" .
ketnka Indonesia mermasuki era refqrmass
vang ditandai dengan pemisahan _P_olﬁ
dari ABRI, vang disusul dengan Klaim -
sepihial Polri bahwa keamanan nasional,
adalah ke- -
wenangannya., Selain itu, Bakorkan-ﬂ_a
1972 merupakan suatu badan ad hoc -
vang tidak menghilangkan kewenangan

yang

termasuk  keamanan laui,

sektoral masing-masing instansi
tergabung di dalamnva.

Namun sangat disavangkan bah- -
wa kegagalan Bakorkamla 1972 se~
pertinya tidak meniadi pelajaran bagi
pihak tertentn. Dengan alasan untuk
meningkatkan efektivitas  Bakorkamla,
maka dibentuk Bakorkamla baru melalui
Peraturan Presiden No.8 1 Tahun 2005.
Eksistensi Bakorkamla wversi Perpres
dalam kenyataannva tidak berkontribusi
banyak terhadap peningkatan keamanan
maritimn di Indonesia, justru memperumit
manajermen keamanan maritim itu sen—
dirt.

Memang beiul bahwa bila dihitung
2004, hingga 2007 terjadi

peningkatan keamanan maritim di In-

sejak

donesia yang diakui oleh masyarakat

fe il

3. Eksisiensi Bakorkamla
Sebagai akibat dari tidak adanya sin-

\.43614:)1 \.}ul; MOtz ;t:lb ,uui oda;ait
adanya suatu instansi sipil tunggal vang
bertanggung jawab terhadap masalah

keamanan dan  keselamatan maritim,

. - A %) 3
siierndsivhal (NG Tlai ’U [ETCipa

bukan karena kinerja Bakorkamla, tetapi
kinerja aktor-aktor lainnya khususnya
TNI Angkatan Laut. Ada baiknya untuk

U8, Coast Guard Japan Coast Guard Ditjen Hubla
Maritime Security + + .
Maritime Safety + + +
Protection of Natural Resources + + .
Mariime Mobility + ? .
National Defense + + .
Tabel Perbandingan Fungsi Coast Guard
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H kerugian negara _

© . "herada”

E_dxpahaml b'ahwé

S mantlm bukanlah fseberapa besar pote_ :

i ."_'_ftetapx sebezapa aman dan nyaman para

i--pengguna melmtaa peraxran yurnsci;km

o !ndonesm Untul\ 'memlal hal tersei)ut

f-._'plhak yang palmg berkompeten untuk:_'
. -:_-menentukan aman t;da%mya adalah para

pengauna. .

B ::;tldak akan efektlf menangam }{eamanan

maritim i Indonesxa Mengacu pada
tahun - 2005 pada_
'_'Pasal 3. dmyatakan bahwa lembaga itu .

n _Perpres No.81

. 'mempunyal tugas di bxclang koordma51_

‘Akan
" prakteknya, ada kesan kuat Bakorkamla

'I_{eam_a_na_n :-.i_aut tetap1 “dalam
berupaya memposisikan dirinya sebagai

“aktor operasional - dan - ‘seolah~-olah
di atas instansi-instansi lain.
" Padahal instansi~instansi lain mempunyai
'kewéhangén di laut berdasarkan un-
dahg—ﬁndang, sementara dasar hukum
Bakorkamla .adalah Perpres.

' Sebéliknya,

justru membuat kian kompleksnya ma-—

eksistenst Bakorkamla
najemen keamanan maritim karena ki-
ni ada 13 instansi vang mempunyai
kewenangan di laut. Arfinya dibutubikan
13 strategi untuk menangani isu tungaal,
vaitu keamanan maritim. Menggunakan
pendekatan manajemen dan nalar, adanya
13 strategi uniuk mencapai satu fujuan
vang sama sudah pasti merupakan sesuatu
hal vang sangat membingungkan.
Memperhatikan kondisi di lapangan,
ada kesan bzhwa instansi-instansi vang
beradamdalarpe-loordinask--Belorkanale

:hdil{atdr 'ke'ama'n n

_ng dapai: d;selamatkan

.-plhak bea kerut

'-iEi{sxstensz Bakﬂrkamla versx Pez’pres

; :saat

Mlsalnya masaiah %ieseiamatan peiayaran

yang téhtu saja rﬁembuat kemng banyak..-'

karena ' Bakorkarnla

sangat Jelas bukan plhak yang mewakli

4. Penataan Ulang

Berdasarixan penjelasan sebelumnya

'dapat dxtani{ kes:mpulan bahwa ma=..

'na_]emen keamanan manilm Indon951a

(i) tumpang tmchh perundang amdang
“dan (111) bersxfat sektoral Aiilbatnya txdak

ada efisiensi dan efekhv;tas dalam upaya
untui men;amm keamanan naritim,
Walaupun kondlsl keamanan maritim
saat ‘ini lebih bagus dati “tahun- tahun
sebelumnya, namun_hal 1tu tidak dapat
dljadlkan alasan untuk menolak penataan
ulaﬁg manajemen keamanan maritim.
“Penatzan ulang mana]eme_n ke~
amanan maritim dapat dilakukan dengan
melakukan penyederhanaan aktor yang
berkecimpung di laut. Penyederhanaan
itu fidek secara ekstrim memangkas
yang
pemerintahan

kewenangan  instansi secara
alamiah  bukan unsur
di laut, namun hanya membatasi area
kewenangan meraka di Jaut semisal 3 mil
dari garis pantai. Mengacu pada TZMKO
1239 maupun peraturan internasional
lainnya, secara universal hanya ada satu
instansi sipil vang berhak menjalankan

fungsi pemerintahan di laut vaitu Coast
Lt benssed

- Proses’

'fj: 'akan me}akukan counter Iobby terhadap i

mempunyal ciri=ciri sebagal.
: ber;kut {1) tidak ada kebsgakan dan strategi '

"_nasmnal 'yang komprehensnf dan solld ": yang mengatur

_Londxsi manajemen keamanan marstlm

saat ml Hal demlklan san at'mendasar I

karena DPR mempakan sélah sétu aktct

; _peﬁtmg dalarn pehataan ulang tersei:ut_

: :.-namun hams:'.ddakukan karena dapat":”:'._::
.:'.dlpastlkan pxhai<~p1hak tertentu ]uga_'__'.j'

penataara ﬁlang mana]emen keamanan_._ c
) maritlm Kebe;haszlan lobi pohtlk sangat

menentui{an untuii langkah selanjumya,

_ jaltu menyeiaraskan 12 undang undang'

tentang kewenangan

1nsiansx di Iaui

Padasaatyang sama dlbutuhiianupaya_i- '

.C{I da]am pemersntahan untuk menyatukan
' sﬁiap menyamgkut manajemen keamanan

marmm Memang akan ada upaya untuk_ :_'

: menentang hal tersebui sehzngga harus

disiapkan argumen-argumen yang ma- -
suk akal dan tak terbantahkan tentahg
pentingnya eksis_tensi Coast Guard. Pen~
ting untuk dipahami bahwa tantangan
dalam _mewujudkah Coast Guard sebaga.i
bagian dari penataan ulang manajemen
keamenan maritim berada pada strata
politik dan bulan operasional. :

5, Penutup

Untuk menjamin keamanan maritim
di Indonesia, dibutuhkan penataan ulang
manajemen keamanan maritim. Hal itu
dapat terwujud apabila ada kesepahaman
di antara eksekutif dan legislatif bahwa
penataan tersebut bersifat imperatif. Oleh

karena iu, dibutuhkan keria keras dari
PR S, . ) . ! 1s

tidak sepenuh hati mendukung lembaga

tersebut. Selain  karena hirarki  dasar
hukum vang berbeda, juga karena ter—
cipta kesan kuat bahwa Bakorkamia

berupava "mengambil alh” kewenangan

1. Lihat UUD 1945 Pasal Peralihan,
GUARTERDECH

el iy

Untul menuju ke arah penataan ulang
tersebut, salah satu langkah sirategis
adalah proses lobi dan legislasi di DPR.
Lobt politik di

mereka paham benar

DPR  sangat penting

agar tenfang

ra-slakiehelderyena-berkepentingon
dengan hal tersebui, termasuk eksistensi
Coast
yang
pemerintahan di faut.

Guard  dengan  kewenangan

luas sebagal pelaksana fungsi
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iobi - polltlk 'merupakan suatu_'_:'_"-' :
anjang: dan’ melelahkan"_':






